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Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari 
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 
transliterasi ini. 
Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan 
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun 
ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang 
digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana 
Maluk Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang 
didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 
Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, 
No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman 




ا = Tidak dilambangkan  ض = Dl 
ب = B ط = Th 
ت = T ظ = Dh 




ج = J غ = Gh 
ح = H ف = F 
خ = Kh ق = Q 
د = D ك = K 
ذ = Dz  ل = L 
ر = R  م = M 
ز = Z  ن = N 
س = S  و = W 
ش = Sy  ىه = H 
ص = Sh  ي = Y 
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
diawalkata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namunapabila terletak di tengah atau di akhir kata maka 
dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk 
pengganti lambang “ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulisdengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjangmasing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya  لاق menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =   î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 
“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 
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diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah 
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi          khayrun 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-
tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةسردملل ةلاسرلا 
menjadi alrisalatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah 
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan 
kalimat berikutnya, misalnya: الله ةمحر يف menjadi firahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
3. Mâ syâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun. 
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Farahdina, Anniza, NIM 11210091, 2015. Pelaksanaan Pasal 9 PMA No. 11 
Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Pencegahan 
Pernikahan Terlarang (Studi di KUA Kec. Tempurejo, Kab. Jember). 
Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas 
Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Erfaniah 
Zuhriah, MH. 
Kata Kunci : Pencatatan Nikah, Pemeriksaan Nikah, Pernikahan Terlarang 
Sebagian besar tugas KUA adalah melayani dan mengawasi peristiwa 
perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA 
menghadapi berbagai pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan 
identitas. Padahal, untuk mencegah hal tersebut pemerintah sudah membuat 
sebuah upaya pencegahan yaitu wajibnya calon pengantin dan wali nikah melalui 
proses pemeriksaan nikah. Tetapi, proses tersebut ternyata belum mampu 
meminimalisir pemalsuan identitas secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti 
merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana PPN memahami Pasal 9 PMA 
No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bagaimana pelaksanaan pasal 
tersebut oleh PPN dan apa saja hambatan yang dijumpai oleh PPN serta 
bagaimana penyelesaiannya. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami 
secara komprehensif proses pelaksanaan pemeriksan nikah oleh PPN.  
Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode 
analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan 
melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan 
pemeriksaan nikah khususnya dalam kasus yang dikaji yaitu Kepala dan staff 
KUA Tempurejo. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, arsip daftar 
pemeriksaan nikah juga digunakan sebagai sumber data sekunder. 
Kesimpulan dari penelitian adalah PPN memahami inti dari pasal 9 yaitu 
pemeriksaan nikah yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan secara administratif 
dan fisik sampai PPN yakin akan kebenaran data dari wali dan calon pengantin. 
Pemahaman ini didapat dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan 
sosiologis. Implikasi dari pemahaman tersebut, PPN melaksanakan tugas dan 
kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan yang 
disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tetapi, hasil yang dicapai ternyata belum 
mencapai tujuan karena beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. 
Hambatan internal diantaranya adalah kurangnya payung hukum terkait eksistensi 
P3N yang memberi kontribusi besar bagi PPN dan minimnya jumlah pegawai 
KUA. Adapun hambatan eksternal yaitu sulitnya menghadapi masyarakat 
Tempurejo. Masyarakat Tempurejo termasuk tokoh agama memiliki pola pikir 
konservatif dan budaya tersendiri yang sulit untuk dirubah. Selain itu, tingkat 
pengetahuan hukum penduduk setempat, ada yang sudah melek hukum dan ada 
juga yang masih buta hukum, memberikan kesulitan berbeda-beda lagi bagi 
petugas. Langkah utama PPN mengatasi hambatan eksternal adalah menjalin 




Farahdina, Anniza, 11210091. 2015. Implementation Article 9 PMA No. 11/2007 
of Marriage Registration As Prohibited Marriage Prevention Effort 
(Study in Religion Affair Office Tempurejo, Jember). Thesis.  Al-
Ahwal  Al  Syakhshiyyah  Department,  Syaria  Faculty,  State  Islamic 
University  of  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.  Supervisor: Erfaniah 
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Most of KUA task is to serve and monitor Muslims marriage events. In its 
task, KUA facing various violations marriage that happened because falsification 
identity. In fact, to prevent it, the government has made an efforts that is bride 
must through marriage inspection process. But, the process was apparently has not 
been able to minimize falsification identity significantly. Thus, researcher 
formulate three issues that is how PPN understand Article 9 PMA No. 11 of 2007 
about Marriage Registration, how PPN implement that procedures in field and 
what obstacles that found by PPN and how they resolve it. The aim is to 
understand the process of carrying a comprehensive inspection deed by PPN. 
This research is empirical research that use descriptive analysis methods 
with qualitative research approach. Source of primary data collected by an 
interview with some informers that are related to implementation inspection deed 
especially in the case who are Head and staff of KUA Tempurejo. Literature and 
documentation as a copy of the decision, inspection process archives, etc. used as 
a source of secondary data. 
Conclusion from the research is PPN understands the core of article 9 is 
inspection deed that must be done is checking administratively and physically 
until PPN have faith in the truth of bride’s data. This understanding obtained by  
law interpretation method could be grammatically, systematic and teleological. 
Implications of the understanding, PPN carry out their duties and obligations 
according to the procedure and combined with wisdom, that is adjusted to the 
condition of society. But, the result achieved apparently has not been reached the 
goal because some obstacles from both internal and external. Internal obstacles 
are lack of legal related to existence P3N that gives big contribution to PPN and 
the lack of civil servants KUA. Whereas, external obstacles is to face the 
complicated society in Tempurejo. The society, including stakeholder have quite 
conservative mindset. While local people are rigid and have their own culture that 
is difficult to be changed. In addition, the level of local knowledge of the law, 
there is the one that has been open law and there are also those who are blind law, 
also give different difficulties, to the officials. Main step constraints on external is 






من قاعدات المحكمة العليا رقم  9تنفيذ بنود قاعدة  . "5102 .19001211النزا., فرحدينا
كوقاية انتهاك الزوجية (دراسة في مكتب الشؤون الدينية تمفورجو،   الزواج حول سجلات 11
جامعة  . كلية الشريعة.الأحوال الشخصية. بحث جامعي. قسم  جمبر، جاوى الشرقية)"
 .مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: عرفانية زهرية الماجستيرمولانا 
 .تسجيل الزواج, الزواج الممنوع الزواج, فحص: الرئسية الكلمات
إّن من أعظم وظائف مكتب الشؤون الدينية هي خدمة المجتمع ومراقبة الأحداث التي 
الوظيفة تواجه مكتب الشؤون الدينية  عدة  وقعت في المجتمع في الزواج الإسلامي. في تنفيذ هذه
مخالفات اللزوم والقوانين التي تحدث بسبب الانتحال. لحّل هذه المشكلة أوجبت الحكومة على  
لم تكن ومع ذلك، هذه العملية تبين أنها العروس ووّلي والزواج لأن يقوموا بعملية الفحص للزواج.
)  1ثة ثلاثة أسئلة وهي: إضافة إلى ذلك وضعت الباحقادرة على تقليل تزوير الهوية بشكل كبير. 
؟،  الزواجحول سجلات  11من قاعدات المحكمة العليا رقم  9بنود قاعدة  NPP كيف يفهم
) 3و ؟،  الزواجحول سجلات  11من قاعدات المحكمة العليا رقم  9تنفيذ بنود قاعدة )كيف 2
حول سجلات  11المحكمة العليا رقم  من قاعدات 9ما هي العراقيل لتنفيذ تنفي بنود قاعدة 
من قاعدات  9ئيسي للبحث فهو فهم عملية تنفيذ بنود قاعدة وحلوله؟ وأّما الهدف الر  الزواج
بطريقة  NPPكوقاية انتهاك الزوجية التي قام بها   الزواج حول سجلات 11المحكمة العليا رقم 
 شاملة.
ي مع النهج النوعي. وجمعت مصدر يستخدم هذا البحث المنهج التجريبي بالمدخل الوصف 
البيانات الأولية من خلال المقابلات التي أجريت مع بعض المخبرين المرتبطة بتنفيذ دراسة فحص 
وأّما مصدر  تب الشؤون الدينية تيمبوريجو جمب.الزواج خاصة الذي قام بها رئيس وموظفو مك
ل نسخة من الحكم، أرشيف وملاحق البيانات الثانوية المستخدم فهي اللمؤلفات والوثائق في شك
 قائمة الفحص للزواج، وهلم جرا.
ي فحص الزواج الذي يجب أن ألا وه 9وأّما خلاصة فهي فهم جوهر دراسة بنود قاعدة 
بعض الحقيقة للبيانات من الولي والعروس. يتم الحصول  NPPإداريا وماديا إلى أن يعتقد  يتم به
على هذا الفهم مع أسلوب التفسير النحوية، منهجية وتيليولوجيس. وأّما الآثار المترتبة على هذا 
 xix
 
التفاهم، والتزامات ضريبة القيمة المضافة والاضطلاع بإجراءات مناسبة، وجنبا إلى جنب مع 
لم تبلغ بعد هدف لعدة من  مع. ومع ذلك، النتائج التي تحققتالحكمة التي تتكيف مع ظروف المجت
العقبات والصعوبات الداخلية والخارجية. وتشمل العرقبات الداخلية عدم وجود مظلة القانون 
التي تسهم كثيرا في الضريبة على القيمة المضافة، وقلة عدد الموظفين في  N3P المتصلة بوجود
بة للعقبات الخارجية، إلا وهي الصعوبة في مواجهة المجتمع مكتب الشؤون الدينية. أما بالنس
تيمبوريجو. مع أّن المجتمع وكبارهم فيه لهم نظرة تقليدية ، بينما السكان المحليين معظمهم مدوريون 
الذين يستحقون التقاليد والعادات القوية التي صعب تغييرها. وبالإضافة إلى ذلك، المستوى من 
لية من المجتمع مختلفة، هناك من يتمسك بالقانون وهناك أيضا من أعمى به وتوفر المعرفة القانونية المح
التعاون  رئيسية لحل هذه العقبات الخارجية فهيصعوبات مختلفة لهاؤلاء الموظفين. وأّما الخطوة ال
 .الوثيق مع كبار المشايخ في هذه المنطقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
